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NOMOR ogo [ 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas
dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
diperlukan langkah-langkah  koordinasi, integrasi,
sinkronisasi antar perangkat daerah, maka perlu
membentuk Tim Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 174);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan
program/ kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) dengan program prioritas pembangunan
daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2021;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan Kabupaten Sukoharjo dengan program
prioritas Provinsi dan Nasional,

c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/
kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu
anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD);

d. melaksanaan verifikasi dan telaah terhadap usulan
masyarakat, usulan hasil musyawarah perencanaan
pembangunan dan usulan hasil reses anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sukoharjo;

e. melaksanakan verifikasi dan menelaah kesesuaian
pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran,
yang meliputi:

1. prakiraan maju yang teleh disetujui tahun
anggaran sebelumnya;

dokumen perencanaan lainnya,

capaian kinerja;

indikator kinerja;

analisis standar belanja;

standar harga satuan;

perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

(BMD);

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran

berikutnya; dan
10. program, kegiatan dan sub kegiatan.

f. melakukan integrasi data dari proses perencanaan ke
proses penganggaran;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

g. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana

dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Bupati.

. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1% jAnuARl 202

BUPATI SUKOHARJO,

N— .

94 WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :
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Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

_ Asisten Administrasi Umum Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/
Instansi terkait di lingkungan Kabupaten
Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.




Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor D050 / 65 TANUN 202
Tanggal

¢ 5 JANUARLY 202\

SUSUNAN TIM KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI
DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

KEDUDUKAN
No. JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 -
1. | Sekretaris Daerah Ketua Bertanggung
Kabupaten Sukoharjo jawab terhadap
seluruh
pelaksanaan
kegiatan
2. | Asisten Perekonomian dan Wakil Ketua Bertanggung
Pembangunan Sekretaris jawab terhadap
Daerah Kabupaten seluruh
Sukoharjo pelaksanaan
kegiatan
3. | Kepala Badan Wakil Ketua Bertanggung
Perencanaan, Penelitian, jawab terhadap
dan Pengembangan seluruh
Daerah Kabupaten pelaksanaan
Sukoharjo kegiatan
4. | Kepala Bidang Sekretaris Bertanggung
Penyusunan Program pada jawab di bidang
Bidang Penelitian, kesekretariatan
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Badan Keuangan Anggota Bertanggung
Daerah Kabupaten jawab sesuai
Sukoharjo bidang tugasnya
6. | Kepala Bagian Pengadaan Anggota Bertanggung
Barang dan Jasa jawab sesuai
Sekretariat Daerah bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Bagian Anggota Bertanggung
Administrasi jawab sesuai
Pembangunan Sekretariat bidang tugasnya
Daerah Kabupaten
Sukoharjo
8. | Kepala Bagian Organisasi Anggota Bertanggung
Sekretariat Daerah jawab sesuai
Kabupaten Sukoharjo bidang tugasnya
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KEDUDUKAN

No. JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4

9. | Sekretaris Badan Anggota Bertanggung
Perencanaan, Penelitian, jawab sesuai
dan Pengembangan bidang tugasnya
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

10. | Kepala Bidang Anggaran Anggota Bertanggung
pada Badan Keuangan jawab sesuai
Daerah Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo

11. | Kepala Bidang Anggota Bertanggung
Infrastruktur dan jawab sesuai
Pengembangan  Wilayah bidang tugasnya
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

12 | Kepala Bidang Ekonomi Anggota Bertanggung
pada Badan Perencanaan, jawab sesuai
Penelitian dan bidang tugasnya
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

13. | Kepala Bidang Anggota Bertanggung
Pemerintahan dan jawab sesuai
Kesejahteraan Masyarakat bidang tugasnya
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

14. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Penyusunan Program pada jawab sesuai
Bidang Penelitian, bidang tugasnya
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

15. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Pengendalian dan Evaluasi jawab sesuai

pada Bidang Penelitian,

Pengembangan,

Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya




KEDUDUKAN

No. JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4

16. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Penelitian dan jawab sesuai
Pengembangan pada bidang tugasnya
Bidang Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
Badan Perencanaan

17. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Perencanaan Anggaran jawab sesuai
pada Bidang Anggaran bidang tugasnya
pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

18. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Pelaksanaan Anggaran jawab sesuai
pada Bidang Anggaran bidang tugasnya
pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

19. | Kepala Sub Bidang Anggota Bertanggung
Penyusunan Anggaran jawab sesuai
pada Bidang Anggaran bidang tugasnya
pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

20. | Sri Handayani, SE, MM Anggota Bertanggung
NIP.198111282005012012 jawab sesuai
Analis Perencanaan bidang tugasnya
Evaluasi dan Pelaporan
pada Bidang Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

21. | Muldiyanto, SE. Anggota Bertanggung
NIP.197711162010011013 jawab sesuai
Pengolah Data Anggaran bidang tugasnya
pada Bidang Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

22. | Tukijo, SE. Anggota Bertanggung
NIP.196607182009011002 jawab sesuai
Penyiap Bahan Anggaran bidang tugasnya

pada Bidang Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo




KEDUDUKAN

No. JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
23. | Fajar Suryo Putro, S.Kom. Anggota Bertanggung
NIP.198505122010011018 jawab sesuai

Pengolah Data Anggaran
pada Bidang Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

GyWARDOYO WIJAYA




